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TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGFARAAN TAMAN KANAK - KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Membaca : Proposal lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Non
Formal TK HARAPAN BUNDA Nomor : 02/Izin Operasional/TK-
HB/SG/IV-2015 tentang Mohon Izin Perpanjangan Operasional Taman
Kanak-Kanak. i

Mengingat : 1. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Seleksi Pendidikan Luar Sekolah
Tim Peneliti kami kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan
izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD).

2. Bahwa izin perpanjmlgan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak,
Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam
batas ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku

merupakan salah satu Pendidikan Non Formal & Informal

Menimbang : 1. Undang - undang Dasar 1945
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional
: 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomoré} Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan
Nasional :
7. Peraturan Mendiknas No, 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan

MUSia Dilli . -~ :.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Jenis Satuan PAUD : Taman K .

c. Ketua : Suryenti

d. Seckretaris : Jarnilis

€. Bendahara : Dewi Putri Gani

f.  Alamat : Jalan Kantor Pos Sunga Geringging
Kecamatan Sungai Geringging

Penyelenggara Wajib

a.  Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Mentaati Peraturan dan Perundang — undangan yang berlaku.

€. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan
dan model yang ditetapkan. E

d. Surat Tanda Tamat Belajar/ ljazah PAUD harus ditanda tangani
Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan
ini.

Keputusan ini diberikan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari
Bupati Padang Pariaman.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



